TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA

Menimbang

Mengingat

BUPAT! SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (4)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati
menetapkan rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran
2024,

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4679);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti .,\
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036),sebagaimana telah diubah dengan
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157});

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor
4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba
Tengah Tahun 2021 Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor
3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2023
Nomor 3);

10. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 24 Tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita
Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 24 Tahun

2024); 0
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Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA BAGI
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DALERAH
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.

4. Dinas Daerah adalah Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Tengah.

5. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Sumba Tengah.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum vang
memiliki batas wilayah yang benvenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional vang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

7. PemerintahDesa adalah Kepala Desa atau vang

disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnva

disebut BPD adalah lembaga vang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk desa  berdasarkan

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demok ratis.

9. Desa adalah 65 (enam puluh lima) Desa yvang ada

di Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana
tercantum dalam lam piran Peraturan Bupati ini;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnva disebut APBDes adalah Rencana

heuangan Tahunan Pemerintahan Desa..,\
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12.

13.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada
dacrah yang terutang oleh pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan
dacrah  bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat,

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah schagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan;

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah yang selanjutnya disebut DBHP adalah
bagian penerimaan hasil pajak daerah dan
retribusi daerah  yang  diberikan  kepada
Pemerintah Desa.

BAB 1]

PENGANGGARAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

(1)

(2)

(3)

(4)

BAGIDESA

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 2

DBHP dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah Kabupaten Sumba Tengah
Tahun Anggaran 2024 pada kelompok Belanja
Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa.

Belanja DBHP merupakan salah satu sumber
pendapatan transfer Desa dari bagian hasil pajak
daerah dan retribusi dacrah Kabupaten.
Berdasarkan penganggaran belanja bagi hasil
kepada Pemcrintah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah Dacrah Kabupaten
Sumba Tengah melakukan perhitungan rincian
alokasi DBHP setiap desa di Kabupaten Sumba
Tengah.

Rincian DBHP sctiap Desa dialokasikan secara
merata dan berkeadilan berdasarkan -

a. Alokasi Dasar; dan

b. Alokasi Proporsional. “
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Bagian Kedua

Tata Cara Penghitungan Pembagian Dana Bagi Hasil

(1)

(2)

(3)

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pasal3d

Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah setiap desa ditetapkan 10%

(sepuluh per seratus) dari target penerimaan

DBHP Daerah Kabupaten;

Pengalokasian DBHP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:

a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara
merata kepada seluruh Desa;

b. 40% ( empat puluh per seratus) dibagi secara
proporsional berdasarkan realisasi penerimaan
Pajak dan  Retribusi Daerah  dengan
memperhitungkan prosentasi target Pajak
Bumi dan Bangunan dari setiap desa.

DBHP = DBHPM + DBHPProp

Keterangan :
DBHP = Dana Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah
DBHPM = Dana Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah Merata
DBHFPProp = Dana Bagi Hasil Pajk dan
Retribusi Daerah

Proporsional

Pembagian 40% (empat puluh per seratus)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
dihitung dengan rumus :

Realisasi Pajak + Retribusi dari
DesaX

Total Realisasi Pajak  +
Retribusi dari tiap Desa

DBHPPropX =

Keterangan:

DBHPPropX = Dana Bagi Hasil Pajak
Proporsional yang diperoleh
Desa X.

BABIII
PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN MEKANISME
PENYALURAN DBHP

Bagian Kesatu
Pembagian dan Penetapan Rincian

Pasal4

Pembagian dan penetapan rincian DBHP setiap Desa
adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan

Bupati ini. _,\
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Bagian Kedua
Penyaluran

Pasal 5

(1) Penyaluran DBHP dilakukan melalui pemindah
bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas Desa.

(2) Penyaluran DBHP dari Rekening Kas Umum
Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan secara
bertahap yakni setiap 6 (enam) bulan sekali (per-
semester)] dengan besaran dan waktu diatur
sebagai berikut:

a. Semester | pada bulan Agustus sebesar 50%
(lima puluh persen);

b. Semester Il pada bulan Desember sebesar
50% (lima puluh persen);

(3) Besaran nilai transfer dari dari Rekening Kas
Umum Daerah ke Rekening Kas Desa per-
semester adalah sebesar 10% (sepuluh per
seratus) dari realisasi penerimaan Pajak dan
Retribusi Daerah oleh Pemerintah Kabupaten.

(4) Apabila sampai akhir tahun ada kewajiban
Pemerintah Kabupaten sebesar 10%% (sepuluh per
seratus) dari total realisasi Penerimaan Pajak dan
Retribusi Daerah yang belum ditransfer ke
Rekening Kas Desa, maka selisih kurang transfer
akan menjadi hutang Pemerintah Kabupaten
kepada Pemerintah Desa, dimana pada tahun
berikutnya desa dapat menganggarkan
pendapatan atas piutang DBHP tahun
sebelumnya berdasarkan keputusan Bupati atas
rincian kurang bayar DBHP setiap Desa.

Pasal6

(1) Penyaluran DBHP Semester 1 dilaksanakan
setelah Kepala Desa menyampaikan :
a. APBDes Tahun Anggaran 2024; dan
b. Laporan Realisasi DBHP Tahun Anggaran

2023,

(2) Penyaluran Semester II dilaksanakan setelah
Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi
Semester .

Pasal 7

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
diprioritaskan untuk membiayai :
a. Operasional Pemerintah Desa dan BPD ; ‘.\
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b.

Intensifikasi dan ekstensifikasi pembayaran Pajak
Bumi dan Bangun Perdesaan/ Perkotaan, BPHTB,
serta Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi hak
dan kewenangan Pemerintah Daerah maupun pajak
yang menjadi hak Negara, serta mengoptimalkan
seluruh potensi Desa yang menjadi sumber
Pendapatan Asli Desa (PADes) sesuai kewenangan
desa sebagai salah satu tolak ukur kemajuan dan
kemandirian desa.

BABV
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN
REALISASI PENGGUNAAN

DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

Bagian Kesatu
Penyusunan
Pasal 8

Rincian DBHP sebagaimana dimaksud pada Pasal
2 ayat (4), dianggarkan dalam APBDes.
Pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 {satu)
Tahun Anggaran terhitung mulai 1 Januari
sampai dengan tanggal 31 Desember.

Penyusunan Raneangan Peraturan Desa tentang
APBDes berdasarkan pada program dan kegiatan
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes
disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk
dibahas dan  disepakati bersama dalam
musyawarah BPD.

Raneangan Peraturan Desa tentang APBDes yang
telah disusun perlu dilakukan asistensi oleh
Pemerintah Kecamatan.

Raneangan Peraturan Desa tentang APBDes yang
telah diasistensi pada tingkat Kecamatan,
sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa
wajib dilakukan evaluasi oleh Pemerintah
Kabupaten.

Hasil evaluasi atas Raneangan APBDes oleh
Pemerintah Kabupaten harus ditindaklanjuti oleh
Pemerintah Desa dengan melakukan
penyelarasan paling lama 3 (tiga) hari kerja
setelah pelaksanaan evaluasi.

Setelah melakukan penyelarasan atau
menindaklanjuti hasil evaluasi Pemerintah
Kabupaten, maka Kepala Desa bersama BPD
segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa

tentang APBDes menjadi Peraturan Desa tentang
APBDes. .,,\
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Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal9

(1) Kepala Desa dibawah koordinasi Camat setempat
wa jib menyampaikan laporan realisasi
penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Semester I dan Semester II

secara berkala dan tepat waktu kepada Bupati

melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa.

BAB VI
SANKSI

Pasal 10
(1) Bupati dapat menunda penyaluran DBHP, dalam
hal:
a. Bupati belum menerima dokumen Peraturan
Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2023,

dan laporan realisasi pertanggung-jawaban
DBHP Tahun Anggaran sebelumnya;

b. terdapat usulan dari aparat pengawas
fungsional daerah.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b disampaikan oleh aparat pengawas
fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi
atau telah terjadi penyimpangan penyaluran
dan/atau penggunaan DBHP.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 23 Tahun
2023 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian
dan Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2023,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. ,,\
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Agar setiap orang mengetahui, lmc.m.crintuhkan
pengundangan  Peraturan Bupati mi dengan
menempatkannya dalam  Berita Daerah Kabupaten
Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 12 Januori 2024

#_ P{BUPAT) SUMBATENGAH,)"

"

JUBUF LERY RUPIDARA

Diundangkan di Waibakul
pada tanggal 15 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH, &~

BERNARDUS B GELA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR

J

[
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AMPIRAIN PERATURAIN BUPAT! SUMBA TENGAH

NOMOR KEP/HK ~ 12024
ANGGAL 1> Januari 24
TENTANG - TATA CARA PEMBAGIAIN DAN PENE TAPAN RINCIAN DANA BAGI HAS I PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGAR AN 2024
NO KEC/DESA PAJAK RETRIBUSI TOTAL
= UIMBU RATU NGGAY
TENGAH
1 BOLU BOKAT 12.058,150.00 8.013,067.00 20,07.2.817.00
] MARA DESA 7.532.090.00 5.039,573.00 12.021,663.00
WELUK PRAINMEMANG =
3 8.852,266.00 5 883 818.00 14,736,084.00
3 BOLU BOKAT UTARA 8.685,473.00 5,772,957.00 14,458.430.00
5 MARADESA TIMUR 7.353,915.00 4,887.912.00 12,231.827.00
MARADESA SELATAN
6 8.009,918.00 5.323.937.00 13.333.855.00
7 BOLU BOKAT BARAT 8,187.347.00 5,441,868.00 13,629,215.00
8 WAINGGA WAIYENGU 8,245,028.00 5.480,207.00 13.725.235.00
9 SA'MBALI LOKU 8,256,325.00 5,487,716.00 13,744,041.00
10 HOLUR KAMBATA 7.168.346.00 3,764,570.00 11.932.916.00
B RATTK UTANA
1 ANAKALANG 18,975.938.00 12,612.700.00 31.588,638.00
2 MAKATA KERI 13,130,745.00 8,727,587.00 21.858,332.00
3 MATA WOGA 13,010,743.00 8,647,826.00 21,.658.569.00
K KABELA WUNTU 10.576,335.00 7.029,752.00 17,606,087.00
5 UMBU RERI 12.260,355.00 8,149.067.00 20,409,422.00
6 DEWA JARA 12,695,610.00 8,438,366.00 21.133,976.00
7 MATA REDI 7.824.801.00 5,200,895.00 13.025,696.00
c UMBU RATUNGGAY
BARAT
1 UMBU KAWOLU 11,414,276.00 7.586,705.00 19,000,981.00
2 UMBU LANGGANG 7,700,724.00 5,118,425.00 12,819,149.00
3 UMBU PABAL 10,428,553.00 6,931,526.00 17.360.079.00
4 UMBU MAMIJUK 10,581,973.00 7.033,499.00 17.615,472.00
5 WAIRASA 13,610,471.00 9.,046,445.00 22.656,916.00
6 ANAJIAKA 8,785,544.00 5,839,471.00 14,625,015.00
7 PONDOK 9.814,616.00 6,523,462.00 16,338.078.00
3 MADERI 14,740,719.00 9,797.685.00 24,538,404.00
) PRAIMADETA 10,297,649.00 6,844,518.00 17,142.167.00
10 UMBU JODU 8,586,427.00 5,707,124.00 14293,551.00
11 MATA WAIKAJAWI 8,177.374.00 5,435,239.00 13,612,613.00
12 ANA PALU 8,310.759.00 5,523,896.00 13,834,655.00
UMBU PABAL -
Lo SELATAN 10.734,074.00 7.134,596.00 17.868.670.00
14 DEWA TANA 8,183,862.00 5,439,552.00 13,623,414.00
15 DAHA ELU 7.995.435.00 5.314.311.00 13.309,746.00 |
D MAMBORO
1 WEE LUR! 8,131,267.00 5,404,501.00 13,535.861.00
2 WENDEWA SELATAN 9.806,436.00 6,518,025.00 16,324,461.00
3 WENDEWA TIMUR 8,010,072.00 5.324,039.00 13,334,111.00
B WENDEWA UTARA 7.574,297.00 5,034.392.00 12.608,689.00
5 WENDEWA BARAT 10,192.149.00 6,774,395.00 16,966,54+.00
6 CENDANA 8,035,495.00 5.340,937.00 13,376,432.00
I T MAPNU WOLU 16.493.268.00 10.962.548.00 27.455,810.00
| 3 WATU ASA 9.310,241.00 6.188.219.00 15,498.160.00
| 9 OLE ATE 7.561,719.00 5.026.032.00 12.587,751.00

.\
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NO KEC/DESA PAJAK RETRIBUSI TOTAL - 1.
8,008,046.00 5,382,512.00 13,48(),5.‘}_‘:‘_)_()_
i? Sbi{ﬂﬁu A 9.017,701.00 5.003,777.00 15,011,47800 |
19 SUSU WENDEWA 10,070,336.00 6,693,430.00 16,763,706.00
="1a CENDANA BARAT 8,290,524.00 5.510,446.00 13.800,070.00
—  E UMBU RATUNGQAY
1 NGADU MBOLU 7,198,297.00 4,784,477.00 11,982,774.00
2 PADIRA TANA 7,810,699.00 5.191,521.00 13,002,220.00
3 MBILUR PANGADU 9,731,200.00 6.468,017.00 16,199,217.00
b ] r r
9 f;iglammw 8,567.947.00 5,694,840.00 14,262,787.00
5 SORU 8,742,910.00 5,811,132.00 14.554,042.00
6 LENANG SELATAN 8,281,825.00 5,504,665.00 13,786,490.00
7 TANA MBANAS 18,243,369.00 12,125,785.00 30,369,154.00
8 NGADU OLU 8,031,411.00 5,930,424.00 14,867,835.00
TANA MBANAS
?  |SELATAN 8,884,081.00 5.904,965.00 14.789,046.00
TANA MBANAS BARAT *
g 6.940,720.00 4.613.276.00 11,553,996.00
11 LENANG 8,799,610.00 5,848,820.00 14,648,430.00
» KATIKUTANA
SELATAN
1 W AIMANU 10.777,697.00 7.163.591.00 17,941,288.00
2 DAMEKA 11,223,970.00 7.460,215.00 18,684,185.00
3 WAILAWA 11,829,777.00 7,862 875.00 19,692,652.00
4 MALINJAK 13,391,468.00 8,900,881.00 22.292,349.00
5 KONDA MALOBA 13,207,790.00 8,778,796.00 21,986,586.00
6 MANURARA 8,533,990.00 5,672,271.00 14,206,261.00
7 TANA MODU 13,202,663.00 8,775,389.00 21,978,052.00
8 DASA ELU 16,942,678.00 11,.261,258.00 28,203,936.00
9 OKA WACU 9,041,781.00 6,000,783.00 15,051,565.00
JUMLAH

653,111,275.00

434,102,200.00

1,087,213,475.00

MBA TENGAH, //”

LERY RUPIDARA/
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